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PERATURAN BUPATI BARRU
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TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021

BUPATI BARRU,

Menimbang: a. bahwa dokumen Perubahan Rencana Pembangunan

Mengingat :

19

S

Jangka Menengah Daerahi Kabupaten Barru Tahui
2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021;

bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan Perubahan
RPJMD menjadi pedoman Perubahan Renstra Perangkat
Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

13. Peraturan Mente

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47 00);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi ~ Masyarakat dalam  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
onesia Tahun 2017 Nomor 225j;
g;cli'aturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tenta;.ll%
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, f’)l‘la';gl))ahan Lembaran
ggf:trl?raRr?pggrﬁl;éﬁgggelilgrg:rmfg Tahu,n 2019 tcntang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran li;%:ﬁ
. ia Tahun 2019 Nomor 42, Tam
Republik Indonesia _ N r 6322);
Lembaran Negara Republik Indonesia s 2015 tentang
Peraturan Presiden Nomor 2k Tal?égengah Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Republik Indonesia
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Rep

3);
Tahun 2015 Nom;)il‘Dz)ﬂam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

an Kedua Atas Peraturan Menteri

i tentang Pedoman
eri Nomor 13 Tahun 20Q6 _
g:rllagrgoll\g;gn Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

tentang Perubah
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Fvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Sclatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16j;
Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2016 Nomor 37);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 19 Tahun
2017 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barru Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru
Tahun 2005-2025 (Lembaran Dacrah Kabupaten Barru
Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Bupati Barru Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah
Kabupaien Barru Tahun 2016 Nomor 67);



23. Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2018 tentang
Penerapan  Sistem  Aplikasi  e-Planning  dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru
(Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor
27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARRU
TAHUN 2016-2021.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L,
2.
3.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Barru.

Bupati adalah Bupati Barru.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya di singkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tatiun 1945,

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan vang menjadi
kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang
sclanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah
yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
Daerah

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah
Peraturan Bupati.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang
melibatkan  berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka
waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yvang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi,dan arah pembangunan
daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan
program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD
dengan memperhatikan RPJM Nasional.
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(1)

(2)

(1)

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 {lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan dacrah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh
kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang
dimiliki Daerah.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkal Daerah Kabupalen Barru Tahun 2016-
2021 merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun
Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD
Kabupaten Baitu Tahun 2016-2021.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyvusun Renja
Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan
rancangan RKPD.

BAB III
PERANGKAT DAERAH DAN SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 3

Perangkat Daerah vang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud
pada pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi:
1. Dinas Pendidikan;
2 Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
9. Dinas Sosial.
b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi:
1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja:



2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;
Dinas Ketahanan Pangan;
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
Dinas Lingkungan 1lidup;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Perhubungan;
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
10 Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
11. Dinas Pendidikan; dan
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
¢. Urusan Pemerintahan Pilihan, melipufi:
Dinas Perikanan;
Dinas Pariwisata;
Dinas Pertanian,
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja; dan
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.
d. Urusan Penujang Pemerintahan, meliputi:
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
Badan Pendapatan Daerah;
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;
Sekretariat DPRD;
Sekretariat Daerah;
Kecamatan; dan
Inspektorat.
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Pasal 4

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika:

TSRO0 A0 TP

(1)

pendahuluan;

gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
permasalahan dan isu strategis Perangkat Dacral;
tujuan dan sasaran;

strategi dan arah kebijakan:

rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
penutup.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala
Bappeda untuk diverifikasi.

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dapat
menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan
kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras
dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

R



(3)

(4)

(1)

(2)

Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan
rekomendasi untuk penvempurnaan rancangan akhir Renstra
Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat {3), Kepala Perangkat Dacrah
menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah
disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kembali  oleh Kepala  Perangkat Daerah kepada
Kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra
Perangkat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan
Perkada.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu)
minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

BABV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan
evaluasi Renstra Perangkal Dacrah kepada Bupali melalui Kepala
Bappeda.

Pasal 8

Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan RPJMD Kabupaten.

Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati
melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-
langkah penyempurnaan untuk diitindaklanjuti oleh Kepala
Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut
perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan
pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka
yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan
pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan
keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ianggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupali ini dengan penempataniaya dalam  Berita Dacrah
Kabupaten Barru.
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

P T e A

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR ((



